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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari harta 

istri dengan fokus pada perbandingan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi. 

Permasalahan ini muncul karena perkembangan kehidupan modern yang menunjukkan 

semakin banyak istri turut bekerja bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. 

Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai 

kedudukan dan kewajiban istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang 

nafkah keluarga dari harta istri serta menganalisis perbedaan keduanya dengan 

menggunakan pendekatan maṣlaḥah.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan 

deskriptif-komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari karya Ibnu 

Hazm, yaitu Al-Muhallā dan Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, serta karya Yusuf al-

Qaradhawi, yaitu Fatwa-fatwa Kontemporer. Adapun data sekunder diperoleh dari 

buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum nafkah dan hukum 

keluarga Islam. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, 

membandingkan, dan menganalisis pemikiran kedua tokoh menggunakan teori 

maṣlaḥah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri dapat 

menanggung nafkah keluarga apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, 

dan nafkah tersebut tidak menjadi utang yang wajib dibayar kembali oleh suami. 

Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemampuan dan fleksibilitas hukum dalam 

menjaga keberlangsungan keluarga. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat 

bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan bantuan istri dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga hanya bersifat sukarela sebagai bentuk tolong-

menolong dan kebaikan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metode istinbath hukum, 

kondisi sosial, serta pendekatan pemikiran yang digunakan oleh masing-masing tokoh.  

Berdasarkan analisis maṣlaḥah, kedua pandangan memiliki tujuan yang sama, 

yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Namun, pandangan Yusuf al-

Qaradhawi dinilai lebih relevan untuk diterapkan sebagai prinsip umum dalam 

kehidupan modern karena tetap mempertahankan tanggung jawab nafkah pada suami 

tanpa menutup kemungkinan adanya kerja sama ekonomi dalam rumah tangga. 

Sementara itu, pandangan Ibnu Hazm dapat dijadikan solusi dalam kondisi tertentu 

yang bersifat darurat atau ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah 

keluarga. 

Kata Kunci: Nafkah keluarga, harta istri, Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradawi, maṣlaḥah. 
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ABSTRACT 

This study discusses family financial support derived from the wife’s property 

through a comparative analysis of the thoughts of Ibnu Hazm and Yusuf al-Qaradhawi. 

This issue arises from the development of modern social life in which many wives 

participate in employment and even become the primary breadwinners of the family. 

Such conditions have led to differences of opinion among Islamic scholars regarding 

the position and responsibility of wives in fulfilling family financial support. This 

research aims to examine the views of Ibnu Hazm and Yusuf al-Qaradawi concerning 

family support from the wife’s wealth and to analyze their differences using the 

approach of maṣlaḥah.  

This research employs a normative legal research method with a descriptive-

comparative approach. Primary data sources were obtained from the works of Ibnu 

Hazm, namely Al-Muhallā and Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, as well as Yusuf al-

Qaradhawi’s Contemporary Fatwas. Secondary data were collected from books, 

journals, and other literature related to Islamic family law and financial support. The 

data were analyzed through description, comparison, and legal analysis using theory of 

maṣlaḥah.  

The results of this study show that Ibnu Hazm argues that a wife may bear the 

family’s financial responsibility when the husband is unable to fulfill his obligation, 

and such support is not considered a debt that must later be repaid by the husband. This 

view is based on the principle of capability and the flexibility of Islamic law in 

maintaining family welfare. Meanwhile, Yusuf al-Qaradhawi maintains that the 

obligation of financial support remains the responsibility of the husband, while the 

wife’s contribution to family expenses is voluntary and regarded as an act of mutual 

assistance and kindness. These differences are influenced by their methods of legal 

reasoning, social conditions, and approaches to Islamic legal thought.  

Based on the analysis of maṣlaḥah, both views share the same objective, namely 

preserving the welfare and harmony of the family. However, Yusuf al-Qaradawi’s 

opinion is considered more relevant as a general principle in modern family life because 

it maintains the husband’s responsibility for financial support while still allowing 

economic cooperation within the household. On the other hand, Ibnu Hazm’s view may 

serve as an alternative solution in emergency situations or when the husband is 

genuinely incapable of fulfilling his obligation to provide family support. 

Keywords: Family financial support, wife’s property, Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradawi, 

maṣlaḥah. 
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MOTTO 

 

“Tetap melangkah meski perlahan.” 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ S| es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 }ha’ H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad S{ es (dengan titik di bawah) ص

 }Ḍad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta’ T{ te (dengan titik di bawah) ط

 }za’ Z ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

دَة    Ditulis muta`addidah مُتعَدَ ِّ

دَّة    Ditulis `iddah عِّ

 

C. Ta Marbu>t}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة    Ditulis Hikmah حِّ

لَّة    Ditulis ‘illah عِّ

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ةُ الْاوَْلِّياءَِّ كَرَامَ   Ditulis karāmah al-Auliyā’ 

 



 

 

x 

 

3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan d}ammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis zakātul fiṭri زَكَاةُ الْفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

  َ  
 ف ع ل  

Fathah Ditulis 
A 

fa’ala 

  َ  

ر    ذكُ 
Kasrah Ditulis 

I 

Żukira 

 َُ  

 ي ذْه بُ 
Dammah Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

لِّيَّة    جَاهِّ

fathah + ya’ mati 

 تنَْسَى 

kasrah + ya’ mati 

يْم    كَرِّ

dammah + wawu mati 

 فرُُوْض  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

kari>m 

ū 

furūḍ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بيَْنكَُمْ 

fathah + wawu mati 

 قوَْل  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 



 

 

xi 

 

 أأَنَْتمُْ 

 لئَِّنْ شَكَرْتمُْ 

ditulis 

ditulis 

a'antum 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya  

 الْقرُْآنُ 

 الْقِّياَسُ 

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya. 

 السَّمَاءَ 

 الشَّمْسُ 

Ditulis 

Ditulis 

as-samā 

asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 ذوَِّي الْفرُُوْضِّ 

 أهَْلُ السُّنَّةِّ 

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-Furūḍ 

ahl as-Sunnah 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam  tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ل   ف يْه   الْقرُْا نُ  ى أنْز  ان   الَّذ  ض  م   Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n ش هْرُ  ر 
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K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh 

dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 

يْله  عَلىَ الـدَّوَامه  مَـدَى لله  وَالْـحَــمْد   نْـعاَمه  الْفضَْله  جَزه ــــلاةَه  وَافَْضَل   ٌوَاْلاه ه  عَلَى وَالتَّسْلهيْمه  الصَّ صْطَفىَ  النَّبهي  الْم   

د   ـحَــــمَّ م  يْمٌه ـلـْـمه  التُّقىَ اهَْله  وَاْلالَه  وَصَحْـــبههه  الْكَره وَالْكَــمَاله  وَالْعه   

Pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan puja dan puji syukur 

kehadirat Allah SWT atas qudrat  dan iradatnya-Nya lah penyusun dapat menjalani 

pedidikan, sehingga bisa mmenyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyeselaian 

pendidikan strata satu. 

Kedua sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada 

jungjungan Sayyidina wa Maulana Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, 

sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat 

yang akan dapat syafaatnya di hari akhir. 

Ucap syukur selalu penyusun haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk 

yang telah Allah SWT berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “NAFKAH KELUARGA DARI HARTA ISTRI (STUDI 

PERBANDINGAN IBNU HAZM DAN YUSUF AL QARADHAWI)”. Penyusun 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnaan. Maka dari itu, dengan 

segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. 

Penulis skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk 

serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas 

membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun, 

terutama kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Pada dasarnya di dalam Islam ketentuan yang berkaitan dengan nafkah 

telah banyak dalil-dalil al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’ ulama yang menunjukan 

kewajiban nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami.1 Laki-laki yang 

menikah seorang wanita maka wajib baginya memberikan nafkah. Berdasarkan 

ketentuan dalam al-Qur’an nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus 

diberikan suami kepada istri yang merupakan hak istri. Nafkah ini wajib semata 

karena adanya akad sah, penyerahan istri kepada suami dan memungkinkan 

bersenang-senang.2 Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233: 

وْ  ع ل ى الْم  اع ة  ۚ و  ض  اد  أ نْ يتُ مَّ الرَّ نْ أ ر  ل يْن  ۖ ل م  وْل يْن  ك ام  د هُنَّ ح  عْن  أ وْلَ  ال د اتُ يرُْض  الْو  زْقهُُنَّ  لوُد  و  ل هُ ر 

وْلوُدٌ ل   لَ  م  ه ا و  ل د  ال د ةٌ ب و  ارَّ و  ا ۚ لَ  تضُ  عْرُوف  ۚ لَ  تكُ لَّفُ ن فْسٌ إ لََّ وُسْع ه  تهُُنَّ ب الْم  سْو  ك  ع ل ى و  ه  ۚ و  ل د  هُ ب و 

ت ش اوُرٍ  ا و  نْهُم  اضٍ م   الَا ع نْ ت ر  اد ا ف ص  ل ك  ۗ ف إ نْ أ ر 
ثْلُ ذ َٰ ث  م  ار  دتُّْمْ أ نْ  الْو  إ نْ أ ر  ا ۗ و  م  ل يْه  ف لَ  جُن اح  ع 

اعْ  اتَّقوُا اللََّّ  و  عْرُوف  ۗ و  ا آت يْتمُ ب الْم  ل يْكُمْ إ ذ ا س لَّمْتمُْ م  د كُمْ ف لَ  جُن اح  ع  عوُا أ وْلَ  لوُن  ت سْت رْض  ا ت عْم  ل مُوا أ نَّ اللََّّ  ب م 

يرٌ۞ 3  ب ص 

 menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah keluarga pada 

dasarnya berada pada pihak ayah atau suami sebagai kepala keluarga. Ayat 

tersebut menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah 

berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada ibu dan anak secara 

layak sesuai dengan kemampuan (bil-ma‘rūf). Selain itu, ayat ini juga 

mengajarkan prinsip keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga dengan 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jild. III, (terj. Khairul Amru Harahab dan Masrukhin), (Jakarta: 

Pundi Aksara, 2006), hlm. 55. 
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212. 
3 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233. 
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mengedepankan musyawarah dan tidak saling merugikan antara suami dan istri. 

Dengan demikian, ayat ini menjadi salah satu landasan dalam hukum Islam 

bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, sedangkan penggunaan harta istri 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada dasarnya merupakan bentuk bantuan 

atau kontribusi, bukan kewajiban utama yang menggantikan tanggung jawab 

suami. 

Hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 

istri dan anak-anaknya.4 Nafkah diberikan secara ma’ruf  yaitu kebaikan yang 

sesuai dengan ketentuan agama, tidak boleh lebih dan tidak boleh 

berkekurangan. Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang 

besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah 

merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, 

nafkah itu bermacam-macam, bisa berupa pakaian makanan, tempat tinggal dan 

pengobatan walaupun wanita itu kaya.5 Nafkah karena pernikahan yaitu nafkah 

yang dikeluarkan suami kepada istrinya, basis nafkah ini bukanlah karena 

hubungan kepemilikan dan hubungan dimiliki dan juga tergantung kepada 

kemampuan, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan suami.6 

Akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan 

istri. Suami wajib memberi nafkah paling kurang untuk memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari.7 Nafkah itu dimulai semenjak suami telah bergaul dengan 

istrinya, dalam arti telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk 

 
4 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 

2005), hlm. 205. 
5 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Kelurga Sakinah, Terj, (Mesir: Al-

Bayan, 1987), hlm. 128. 
6 Murtadha Muthahhri, Perempuan dan Hak-Haknya menurut Pandangan Islam, (Jakarta: 

Lentera, 2009), hlm. 197. 
7 M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 214. 
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menggaulinya, yang di dalam fikih disebut tamkin.8 Berdasarkan QS. At- 

Thariq: 6-7: 

ائٓ ب  9 ٱلتَّر  لْب  و  نۢ ب يْن  ٱلصُّ اءٍ د اف قٍۢ ۝ ي خْرُجُ م  ن مَّ  خُل ق  م 

menjelaskan tentang asal penciptaan manusia yang berasal dari air mani. 

Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayat ini sering dikaitkan dengan 

hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab lahirnya 

keturunan. Adanya hubungan nasab tersebut kemudian melahirkan konsekuensi 

hukum, salah satunya adalah tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam 

memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak. Ayat ini menjadi 

salah satu dasar bahwa hubungan keluarga dalam Islam memiliki konsekuensi 

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.  

Ayat  ini menunjukan bahwa suamilah yang bertanggung jawab atas 

tempat tinggal dan nafkah. Namun begitu patut juga diperhatikan keadaannya, 

jika suami itu kaya maka hendaknya suami itu memberikan nafkah sesuai 

dengan kekayannya. Sedangkan bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, 

maka ia memberikan sebatas kemampuannya tanpa harus memberi lebih dari 

pada itu, serta tidak sama sekali melihat kaya miskinnya istri.10 Nafkah harus 

diterima sebaiknya jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi 

disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban untuk suami.11 

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka 

orang tersebut harus bertanggung jawab untuk membelanjainya, hal ini sudah 

menjadi kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut. Islam mewajibkan suami 

 
8 mir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 168. 
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. At-Thāriq [86]: 6-7. 
10 Syeh Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, (Terj. Abdul Ghoffar), (Semarang: Asy-

Syifa, 2008), hlm. 479. 
11 M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga.., hlm. 215. 
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untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah 

menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan bertahan 

sebagai miliknya, sehingga istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, 

mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi 

belanja kepadannya selama ikatan suami istri masih terjalin dan tidak durhaka, 

atau ada hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.12 

Dalam praktik kehidupan modern, terjadi perubahan peran dalam 

keluarga. Tidak sedikit istri yang turut bekerja dan bahkan menjadi pencari 

nafkah utama. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan 

nafkah yang bersumber dari harta istri. Realitas sosial memperlihatkan kepada 

kita bahwa di negara berkembang seperti Indonesia telah berimbas pola hidup 

bahwa wanita leluasa lebih banyak berkiprah di luar rumah. Banyak istri-istri 

atau wanita yang berkarir menepati posisi-posisi stategis baik birokrasi ataupun 

karyawan-karyawan perusahaan dan lain-lain. Memang rasanya tidaklah 

bermasalah kalau wanita bekerja karena tuntutan keilmuan atau profesionalisme 

keilmuan yang dimiliki atau hanya sebatas membantu meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, tetapi bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

mereka.13 

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan 

kemampuan atau keahlian suami yang berdampak pada tidak kestabilan 

pekerjaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat suami yang kurang 

optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama, 

 
12 Tihami dan Sohari Sahrani ,Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 

163. 
13 Khairizzaman, Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam 

Pemerintahan Aceh, 2011), hlm. 91. 
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sehingga mendorong istri untuk mengambil peran lebih besar dalam menopang 

kebutuhan keluarga. 

Dalam perspektif hukum Islam, istri pada dasarnya tidak dibebani 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban tersebut 

berada pada suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila suami mampu 

menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, maka istri tidak dituntut untuk 

bekerja mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat menjalankan 

perannya dalam membina keluarga yang harmonis, menjaga harta suami, serta 

mengatur urusan rumah tangga secara optimal, sekaligus mempersiapkan 

generasi yang berkualitas.14 

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi 

dalam rumah tangga yang sebelumnya didominasi oleh suami. Dalam beberapa 

kasus, istri tidak hanya berperan sebagai pendukung ekonomi keluarga, tetapi 

juga menjadi penopang utama kebutuhan rumah tangga. 

Nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri merupakan fenomena 

kontemporer yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam ajaran Islam, yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman hidup, 

persoalan nafkah keluarga tidak terlepas dari ketentuan hukum yang telah diatur 

dalam syariat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang berkembang di 

masyarakat, termasuk terkait nafkah yang bersumber dari harta istri, menjadi 

perhatian para ulama untuk dikaji dan ditetapkan hukumnya. Dalam konteks ini, 

terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum nafkah 

keluarga yang ditanggung oleh istri, di antaranya pendapat Ibnu Hazm dan 

Yusuf al-Qaradhawi.  

 
14 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., hlm. 105-111. 
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Menurut Ibnu Hazm nafkah keluarga yang di tanggung istri yaitu jika 

suami lemah (tidak mampu), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya. 

Kewajiban itu beralih kepada istrinya apabila istri kaya, istri harus memberi 

nafkah kepada suaminya dan merupakan bukan hutang suami yang harus 

dilunasi pada saat ia berkemampuan.15 Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat 

bahwa istri juga bertanggung jawab atas kewajiban nafkah keluarganya, 

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Thalaq 

ayat 7: 

ن  زْقهُُ  ۖۦس ع ت ه  ل ينُف قْ ذوُ س ع ةٍ م   ل يْه  ر  ر  ع  ن قدُ  م  هُ  ۥ و  ات ىَٰ آ ء  مَّ ُ ٱف لْينُف قْ م  ل  فُ  ۚللَّّ ُ ٱ لَ  يكُ  آ   للَّّ ن فْساا إ لََّ م 

ا16 ُ  ب عْد  عُسْرٍۢ يسُْرا ا ۚ س ي جْع لُ ٱللَّّ ه  ات ىَٰ  ء 

 Menjelaskan bahwa kewajiban nafkah harus dilaksanakan sesuai 

dengan kemampuan ekonomi seseorang. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam 

mewajibkan seorang suami atau ayah memberikan nafkah, tetapi jumlah dan 

bentuknya disesuaikan dengan kondisi finansial yang dimiliki. Prinsip utama 

dalam ayat ini adalah adanya tanggung jawab disertai dengan nilai keadilan, 

sehingga seseorang tidak dibebani di luar batas kemampuannya. Ayat ini 

menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah tetap melekat kepada suami meskipun 

kadar pemberiannya berbeda sesuai keadaan ekonomi. 

Berbeda dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yang menyatakan 

bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, tetapi 

diperbolehkan membantu sebagai bentuk kebaikan atau sedekah. Seorang suami 

tidak diperkenankan mengharuskan istri untuk menanggung nafkah keluarga, 

sehingga seolah-olah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup seperti 

 
15 Khairizzaman, Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih..., hlm. 8. 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. At-Ṭalāq [65]: 7. 
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makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya beralih kepada istri. 

Padahal, kewajiban tersebut tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga 

dan pelindung bagi keluarganya.17 Pandangan ini didasarkan pada firman Allah 

Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 34: 

ل ه   نْ أ مْو َٰ آ أ نف قوُا۟ م  ب م  هُمْ ع ل ىَٰ ب عْضٍۢ و  ُ ب عْض  ل  ٱللَّّ ا ف ضَّ مُون  ع ل ى ٱلن  س اءٓ  ب م  الُ ق وََّٰ ج  تُ ٱلر   ل ح َٰ مْ ۚ ف ٱلصََّٰ

ۚ 18 ُ ف ظ   ٱللَّّ ا ح  تٌ  ل  لْغ يْب  ب م 
ف ظ َٰ تٌ ح َٰ ن ت َٰ  ق َٰ

 Menjelaskan kedudukan suami sebagai qawwām (penanggung jawab 

atau pemimpin) dalam keluarga. Kepemimpinan tersebut bukan semata-mata 

berkaitan dengan kekuasaan, tetapi memiliki konsekuensi berupa kewajiban 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan nafkah kepada keluarga. Frasa 

" نْ  ا أ نف قوُا م  ب م  مْ و  ال ه  -menunjukkan bahwa salah satu alasan tanggung jawab laki " أ مْو 

laki dalam keluarga adalah karena kewajiban mereka membelanjakan hartanya 

untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Dengan demikian, ayat ini 

menjadi salah satu dalil utama bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga 

berada pada pihak suami. 

Pemilihan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai objek 

perbandingan dalam penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan konteks 

historis, sosial, dan metodologis yang cukup signifikan di antara keduanya. Ibnu 

Hazm merupakan ulama klasik yang hidup pada abad ke-4–5 Hijriah dalam 

lingkungan intelektual Islam yang memiliki karakteristik sosial dan struktur 

keluarga yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Sementara itu, 

Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama kontemporer yang hidup dalam 

perkembangan masyarakat yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, 

 
17 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kotemporer, Jild 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), 

(Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 757. 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisā’ [4]: 34. 
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pendidikan, serta meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang 

pekerjaan. Perbedaan rentang waktu tersebut justru menjadi penting dalam 

penelitian ini karena persoalan nafkah keluarga yang bersumber dari harta istri 

tidak hanya berkaitan dengan ketentuan normatif dalam teks keagamaan, tetapi 

juga berhubungan dengan perubahan realitas kehidupan keluarga. Dengan 

memperbandingkan kedua tokoh yang berasal dari konteks zaman yang 

berbeda, penelitian ini dapat melihat bagaimana suatu persoalan hukum 

keluarga dipahami melalui pendekatan yang lahir dari konteks sosial dan 

metodologi hukum yang berbeda. 

Perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi juga memiliki 

nilai akademik karena keduanya sama-sama memiliki perhatian terhadap 

persoalan hukum Islam, tetapi menunjukkan corak penalaran hukum yang 

berbeda. Ibnu Hazm dikenal dengan pendekatan ẓāhirī yang memberikan 

penekanan kuat terhadap pemahaman literal terhadap nash dan keterikatan 

hukum pada dalil yang memiliki dasar dari syariat. Adapun Yusuf al-Qaradhawi 

mengembangkan pendekatan fikih yang mempertimbangkan maqāṣid al-

syarī‘ah, kemaslahatan, serta perubahan kondisi masyarakat, dengan tetap 

menjadikan Al-Qur’an dan Sunah sebagai landasan utama. Oleh karena itu, 

jarak historis antara kedua tokoh bukan merupakan kelemahan dalam penelitian 

ini, melainkan menjadi aspek yang memberikan nilai komparatif. Perbedaan 

zaman memungkinkan penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip 

kewajiban nafkah dipertahankan, ditafsirkan, dan diterapkan ketika berhadapan 

dengan perubahan kondisi ekonomi keluarga, khususnya ketika istri memiliki 

penghasilan atau harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 
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Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat 

kesepakatan di kalangan ulama mengenai pendapat yang paling tepat untuk 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing pendapat memiliki 

dasar argumentasi dan metode penalaran hukum yang berbeda dalam 

memahami kewajiban nafkah keluarga, khususnya yang berkaitan dengan 

keterlibatan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. 

Kondisi ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih 

mendalam dan komprehensif guna memahami perbedaan tersebut secara 

proporsional. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji pandangan para 

ulama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di 

masyarakat, di mana peran istri dalam membantu bahkan menanggung nafkah 

keluarga semakin sering dijumpai. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis dan 

membandingkan pendapat Ibnu Hazm sebagai representasi ulama klasik dengan 

Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer, sehingga dapat diperoleh 

pemahaman yang lebih utuh mengenai hukum nafkah keluarga dari harta istri. 

Perbedaan pandangan tersebut mendorong dilakukannya kajian yang 

bertujuan untuk menemukan pandangan yang paling relevan dan aplikatif dalam 

konteks kehidupan masyarakat saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

penelitian ini dilakukan dengan judul: “Nafkah Keluarga dari Harta Istri 

(Studi Perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat 

ditulis yaitu: 

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi 

tentang nafkah keluarga dari harta istri? 

2. Bagaimana analisis perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf 

al-Qaradhawi tentang nafkah keluarga dari harta istri dengan 

menggunakan pendekatan maṣlaḥah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan konsep nafkah keluarga dari harta istri 

menurut pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qardhawi 

b. Untuk menganalisis perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf 

al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga dari harta istri dengan 

menggunakan pendekatan maṣlaḥah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis : Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta 

memperbanyak pengetahuan tenang hukum nafkah yang 

sebenarnya dan sesuai dengan zaman yang berkembang 

b. Secara praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

permasalah khususnya dalam bidang nafkah keluarga serta dapat 

menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai nafkah keluarga dan keterlibatan istri dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga telah banyak dilakukan oleh para peneliti 
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sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan 

pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dari harta istri 

dengan pendekatan maṣlaḥah mursalah masih belum banyak ditemukan. Oleh 

karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan 

penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:  

Hasan As’ari dalam penelitian nya yang berjudul, “Pelaksanaan nafkah 

kelurga oleh istri ditinjau menurut perspektif hukum islam” studi kasus di 

kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rikan Hulu. 

Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa menurut perspektif hukum 

islam di kelurahan tambusai tengah kecamatan tambusai kebupaten rokan hulu 

praktik nafkah keluarga oleh harta istri. Ditinjau dari hukum islam apabila 

antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah maka 

timbulah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian 

sebaliknya. Disamping jika di kaitkan dengan kondisi-kondisi suami istri boleh 

bekerja, dengan kondisi yang mampu bekerja membiayai rumah tangganya. 

Respon seorang istri juga sangat berbeda beda dalam menghadapi masalah ini, 

dan pada dasarkan mereka ingin suamilah yang mencari nafkah, akan tetapi 

dengan keadaan suami yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan maka 

seorang istri yang ikut turun tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut 

perspektif islam berkerja merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua 

maupun anak-anak, selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, 

dan itu merupakan ke maslahatan yang dipelihara oleh syar’i dan melakukannya 

itu mendapat ganjaran dari Allah Swt. Pada dasarnya islam tidak mengatur 

secara jelas tentang diperbolehkannya istri berkerja dan mencari nafkah, 
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sedangkan dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama 

berhak untuk berusaha19 

Berbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun 

yaitu terkait perspektif hukumnya, dalam penelitan tersebut menyusun hanya 

menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini yakni 

menggunakan dua tinjauan studi perbandingan hukum antara Ibnu Hazm dan 

Yusuf al- Qaradhawi. 

Tifani Raihan Ramadhani dalam penelitiannya yang berjudul: “Istri 

sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah 

tangga” studi kasus desa kelurahan meruyung kecamatan limo kota depok. 

Pada penelitian nya menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan 

Meruyung mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh 

terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi kebanyakan suami merima 

saja jika istri bekerja untuk kebutuhan rumah tangganya dan sekolah anaknya. 

Dalam islam juga tidak ada larangan seorang istri untuk mencari nafkah hanya 

saja memang tidak di wajibkan untuk mencari nafkah karena itu adalah 

tanggung jawab suami. 20 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

mengenai perspektif yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan 

konsep perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al- Qaradhawi. 

 
19 Hasan as’ari “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum 

Islam” Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu. 

Skripsi (Riau, Universitas Riau, 2012) 
20 Tiffani Raihan Ramadhani “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi 

Keharmonisan Rumah Tangga” Skripsi (Depok, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Ihsanul Alfan berjudul “Hak 

Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak” menjelaskan 

bahwa istri yang bekerja tetap memiliki hak memperoleh nafkah dari suami, 

karena kewajiban nafkah secara syariat tetap berada pada suami. Penelitian 

tersebut lebih berfokus pada praktik nafkah terhadap istri bekerja dalam 

perspektif tokoh lokal, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada 

analisis perbandingan pemikiran dua tokoh Islam, yaitu Ibnu Hazm dan Yusuf 

al-Qaradhawi.21 

Selanjutnya, penelitian Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad 

Yassir yang berjudul “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya 

dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam” membahas fenomena istri sebagai 

pencari nafkah utama dalam kehidupan keluarga modern serta dampaknya 

terhadap hubungan rumah tangga. Penelitian tersebut lebih menekankan pada 

studi empiris dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian 

normatif terhadap pemikiran ulama dan analisis hukum Islam.22 

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Musyafa’ah dengan judul “Konsep 

Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern”. 

Penelitian tersebut menjelaskan perkembangan konsep nafkah dalam hukum 

Islam serta penyesuaiannya dengan perubahan sosial masyarakat modern. 

Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas dinamika nafkah keluarga, 

penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji perbedaan pandangan 

 
21 Yuniar Ihsanul Alfan, “Hak Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak,” 

al-Maslahah Vol. 16, No. 2 (2020). 
22 Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama 

dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam”, Rio Law Jurnal Vol. 4, No. 1 (2023). 
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Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi terkait nafkah yang bersumber dari harta 

istri.23 

Selain itu, penelitian Ahmad Fauzi yang berjudul “Peran Perempuan 

dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah” menjelaskan bahwa 

keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dipandang 

sebagai bentuk kemaslahatan selama tidak menghilangkan prinsip dasar 

tanggung jawab suami. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan maqāṣid 

al-syarī‘ah secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

maṣlaḥah mursalah dalam menganalisis perbandingan pemikiran dua tokoh 

fikih Islam.24 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami 

bahwa penelitian mengenai nafkah keluarga telah banyak dilakukan, baik dalam 

bentuk kajian normatif maupun empiris. Namun demikian, penelitian yang 

secara khusus membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi 

tentang nafkah dari harta istri dengan pendekatan maṣlaḥah mursalah masih 

jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya 

terkait dinamika nafkah dalam kehidupan modern. 

 
23 Siti Musyafa’ah, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap 

Kehidupan Modern”, Jurnal Hukum Islam Vol. 12, No. 1 (2019). 
24 Ahmad Fauzi, “Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Maqāṣid al-

Syarī‘ah” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14, No. 2 (2021). 
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E. Kerangka Teoritik 

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, 

oleh karena adanya hubungan yang bersinergi  antar teori, dengan kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. 

Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan teori sebagai 

penunjang dan landasan supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang 

diharapkan, teori yang di maksud sebagai berikut: 

1. Teori Hukum Maṣlaḥah  

Secara etimologis, maṣlaḥah berasal dari kata صلح yang 

bermakna kebaikan. Dalam pengertian rasional, maṣlaḥah merujuk 

pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. 

Sebaliknya, konsep yang berlawanan adalah mafsadah, yaitu segala 

hal yang menimbulkan keburukan atau kerusakan. 25 Dalam kajian 

ushul fiqh, istilah maṣlaḥah sering dikaitkan dengan kata mursalah 

dan dikenal pula dengan istilah istiṣlāḥ, khususnya dalam konteks 

penetapan hukum (istinbāṭ al-aḥkām). Secara etimologis, maṣlaḥah 

merujuk pada kemaslahatan yang bersifat umum, tidak dibatasi, dan 

tidak terikat oleh dalil tertentu yang secara eksplisit menetapkannya. 

Adapun secara terminologis, menurut ulama kontemporer Abdul 

Wahab Khallaf, maṣlaḥah didefinisikan sebagai berikut:26 

اعتبارها على شرعي دليل يدل ولم لتحقيقها حكمًا الشارع يشرع لم التي المصلحة  

إلغائها أو  

 
25 Mukhsin Nyak Umar, Rekonostruksi pemikiran Hukum Islam di Indonesia (pendekatan Al-

Maslahah Al-Mursalah), cet. Ke-1 (Banda Aceh: Yayasan Pena,2006), hlm. 9. 
26Ibid, hlm. 12. 
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Berdasarkan dalil tersebut, yang dimaksud dengan ketiadaan naṣ 

bukanlah ketiadaan secara mutlak, melainkan untuk 

membedakannya dari konsep qiyās yang mensyaratkan adanya aṣl 

(hukum asal yang didasarkan pada naṣh) dan  furū (perkara baru 

yang belum memiliki ketentuan hukum). Ketiadaan naṣ dalam hal 

ini berarti tidak adanya dalil yang secara langsung menunjukkan 

ketentuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep maṣlaḥah yang 

menekankan bahwa syariat ditujukan untuk kemaslahatan umat serta 

berfungsi memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat.27 

Dalam penelitian ini, teori maṣlaḥah digunakan sebagai alat 

analisis untuk mengkaji perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf 

al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari harta 

istri. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk 

mengungkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. 

Adapun dalam penelitian ini akan mengunakan metodologi penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. 

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan sekunder atau buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 
27 Ibid, hlm. 13. 
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Seperti: dari pendapat ulama yang dibukukan, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab 

tafsir, buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam permaslahan yang berkaitan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

penelitian perpustakaan (library research) maka penelitian ada yang 

dilakukan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber 

yaitu: 

a. Bahan utama (primer) 

Yaitu sumber utama yang berupa Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyās. 

beserta terjemah yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti, al-

Muhalla, karya Ibnu Hazm, fatwa-fatwa kotemporer, karya Yusuf al-

Qaradhawi  

b. Bahan pendukung (sekunder) 

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan 

menalaah buku-buku dan jurnal yang membahas tentang nafkah istri, 

perempuan dan hak haknya menurut pandangan islam, kebebasan 

perempuan, tafsir al-Qur’an tentang ayar-ayat nafkah, dan buku-buku 

yang berkaitan dengan nafkah keluarga. 

3. Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengolah data-data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penulis 

memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 

tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode 
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yang digunakan adalah “deskriptif-komparatif” yaitu metode pemecahan 

masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat untuk membuat diskriptif, sifat-sifat yang 

berhubungan dengan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang 

di selidiki atau yang di maksud dengan data hasil analisa yang dipaparkan 

sedemikian rupa dengan membandingkan pendapat-pendapat yang ada di 

sekitar masalah yang dibahas. 

  Dalam fikih Mukaran kajian ini disebut dengan Muqaranah 

mazahib fi fiqh yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbandingan 

Mazhab yang menjadi bidang sub disiplin adalah seluruh masalah fikih yang 

di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, baik masalah itu terdapat dalam 

hukum-hukum yang menyangkut dengan peribadatan, kekeluargaan, 

keperdataan, kepidanaan, hukum acara, ketatanegaraan, ataupun hal yang 

menyangkut dengan ekonomi atau keuangan dan lain-lain sebagainya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab satu, pendahuluan sebagai pengantar umum tulisan yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

sistematika pembahasan dan daftar pustakaan. 

Bab Dua, merupakan pembahasan tentang tinjauan terkait teori yang 

digunakan yaitu maṣlaḥah mursalah serta mendefinisikan pengertian nafkah 

Bab Tiga, merupakan permasalahan tersebut secara umum atau landasan 

teori yang membahas tentang kewajiban nafkah dalam keluarga yang meliputi, 

pengertian nafkah dan dasar hukumnya, kedudukan harta keluarga dalam islam, 

beban nafkah dalam keluarga, bentuk-bentuk nafkah, dan tanggung jawab 

nafkah. 
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Bab Empat, untuk membahas tentang pemberian nafkah keluarga dari 

harta istri menurut Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi, serta naflah keluarga 

dari harta istri dalam perspektif hukum maṣlaḥah mursalah. 

Bab Lima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusun bab empat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemikiran Ibnu 

Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari 

harta istri, dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh pada dasarnya memiliki 

kesamaan pandangan mengenai kedudukan nafkah dalam keluarga. Keduanya 

menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam 

memenuhi nafkah istri sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan yang 

sah. Di samping itu, keduanya mengakui adanya hak kepemilikan harta secara 

mandiri bagi istri, sehingga harta yang dimiliki oleh istri pada prinsipnya 

merupakan hak pribadi yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara paksa tanpa adanya kerelaan dari pihak istri. Kesamaan tersebut 

menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran keduanya bukan terletak pada 

prinsip dasar kewajiban nafkah suami maupun status kepemilikan harta istri, 

melainkan pada konsekuensi hukum yang muncul ketika suami berada dalam 

kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. 

Perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tampak lebih 

jelas dalam menentukan status keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah 

keluarga. Ibnu Hazm memberikan ruang yang lebih besar terhadap penggunaan 

harta istri dalam kondisi tertentu, khususnya ketika suami berada dalam keadaan 

tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga pemenuhan 

kebutuhan keluarga dapat melibatkan harta pihak yang memiliki kemampuan 

ekonomi. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi tetap mempertahankan prinsip 

bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami dan tidak secara 
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otomatis beralih kepada istri hanya karena istri memiliki kemampuan ekonomi. 

Apabila istri turut memberikan kontribusi terhadap kebutuhan keluarga, 

kontribusi tersebut dipandang sebagai bentuk kerelaan, kerja sama, dan 

kebajikan dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai kewajiban nafkah 

yang menggantikan tanggung jawab suami. 

Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari 

karakteristik metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh masing-masing 

tokoh. Ibnu Hazm sebagai representasi pemikiran Zhahiriyah lebih menekankan 

keterikatan hukum pada makna lahiriah nash serta menolak penggunaan 

maslahat sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, 

pertimbangan mengenai kemampuan suami dan pemenuhan kebutuhan 

keluarga dalam pemikiran Ibnu Hazm tetap harus dipahami dalam kerangka 

dalil yang menjadi dasar hukum. Adapun Yusuf al-Qaradhawi menggunakan 

pendekatan yang lebih kontekstual dengan tetap berpegang pada nash, tetapi 

sekaligus memperhatikan maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi sosial, serta perubahan 

realitas kehidupan keluarga. Pendekatan tersebut memungkinkan al-Qaradhawi 

mempertahankan ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah suami 

sekaligus memberikan ruang terhadap bentuk-bentuk kerja sama ekonomi 

antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga kontemporer. 

Apabila kedua pandangan tersebut dianalisis melalui perspektif 

maṣlaḥah, maka pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi sama-sama tidak 

dapat dikategorikan sebagai pendapat yang tidak memiliki dasar hukum. 

Keduanya memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, 

serta konstruksi pemikiran hukum Islam yang berkembang dalam tradisi fikih. 
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Dalam kerangka pembagian maṣlaḥah berdasarkan pengakuan syariat, 

substansi kemaslahatan yang terdapat dalam kedua pendapat tersebut lebih tepat 

ditempatkan dalam kategori maṣlaḥah mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang 

memperoleh pengakuan atau legitimasi dari syariat. Dengan demikian, istilah 

maṣlaḥah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan bahwa Ibnu Hazm dan Yusuf 

al-Qaradhawi sama-sama menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai metode 

istinbāṭ hukum, melainkan bahwa nilai kemaslahatan yang terkandung dalam 

hasil pemikiran keduanya memiliki keterkaitan dengan dalil dan prinsip yang 

diakui oleh syariat. 

Ditinjau dari perspektif maṣlaḥah, perbedaan kedua pendapat tersebut 

menunjukkan adanya ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dalam 

menyelesaikan persoalan nafkah keluarga, khususnya ketika terjadi perubahan 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi dapat 

dinilai lebih relevan sebagai prinsip umum dalam kehidupan keluarga modern 

karena mampu mempertahankan struktur tanggung jawab nafkah yang 

ditetapkan syariat sekaligus memberikan ruang bagi kerja sama ekonomi antara 

suami dan istri sesuai dengan kondisi kehidupan kontemporer. Sementara itu, 

pandangan Ibnu Hazm tetap memiliki relevansi dalam kondisi tertentu, terutama 

ketika terjadi ketidakmampuan ekonomi pada pihak suami dan kebutuhan 

keluarga menuntut adanya pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia. 

Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam 

memiliki kemampuan untuk merespons persoalan nafkah keluarga melalui 

pendekatan yang tetap berlandaskan dalil, sekaligus memperhatikan kondisi dan 

kemaslahatan manusia. 
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Pada akhirnya, perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-

Qaradhawi mengenai nafkah keluarga dari harta istri tidak menunjukkan 

pertentangan terhadap prinsip dasar syariat, melainkan mencerminkan 

keragaman metode dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum Islam. 

Ibnu Hazm lebih menonjolkan keterikatan hukum pada nash dan prinsip 

kemampuan dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan Yusuf al-Qaradhawi 

mengembangkan pemahaman tersebut melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah 

dan pertimbangan realitas kehidupan keluarga modern. Perbedaan metodologis 

tersebut pada akhirnya menghasilkan penekanan hukum yang berbeda, tetapi 

keduanya tetap berangkat dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga 

dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, pemikiran 

kedua tokoh tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemikiran 

hukum Islam dalam merespons persoalan nafkah keluarga, khususnya ketika 

harta istri menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan rumah tangga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

Pertama, bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan 

dapat memahami pembagian peran dalam keluarga secara proporsional sesuai 

dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Kewajiban nafkah tetap menjadi 

tanggung jawab suami, namun kerja sama dalam keluarga tetap diperlukan 

untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama. 
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Kedua, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi dalam mengkaji persoalan nafkah keluarga dalam 

perspektif hukum Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang 

terus berkembang. 

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian 

lebih lanjut mengenai nafkah keluarga dengan pendekatan yang berbeda, seperti 

perspektif hukum positif di Indonesia atau studi empiris dalam masyarakat, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. 

Keempat, diperlukan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai 

konsep maṣlaḥah mursalah sebagai metode dalam penetapan hukum Islam, 

sehingga dapat digunakan secara tepat dalam menjawab persoalan-persoalan 

kontemporer tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.
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